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Wilayah: Kabupaten Rembang

Jadi Bahasan BPK Sgjak 2017, Piutang Pasar Sedan
Belum Juga Dibayar

https://www.suaramerdeka.com/news/baca/164629/j adi -bahasan-bpk-sej ak-2017-pi utang-pasar-sedan-bel um-

Juga-dibayar

REMBANMNG, suaramerdeka.com - Piutang kontribusi terhadap pengelolaan Pasar Sedan oleh
pihak pengembang sebesar Rp 257.777.000, belum dibayarkan kepada Pemkab Rembang.
Piutang tersebut merupakan tanggungan PT 5]M. vang bertindak sebagai pengembang Pasar
Sedan selama sekitar 7 tahun.

Sejatinya. piutang tersebut pernah menjadi bahasan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK
tahun 2017. Dalam perkembangannya, tahun 2018 pihak pengembang disebut berjanji
melakukan pembayaran piutang tersebut pada Desember 201 8. Namun kenyataannya. sampai
sekarang tunggakan retribusi itu belum terbayarkan.

Kepala Inspektorat Kabupaten Rembang. Fahrudin menyaatakan, perkara itu sekarang dalam
penanganan Kejaksaan MNegeri (Kejari) Rembang. Ketika itu, sebagai pengawas internal
Inspektorat menjalankan perintah tindak lanjut atas BPK.

Mamun, dalam perjalanannya ternyata perkara tersebut ditangani oleh pihak Kejari Rembang.
Selanjutnya. oleh Kejari, Inspektorat diminta melakukan penghitungan atas kerugian negara atas
pengelolaan Pasar Sedan.

"Setelah digelar, saya melakukan pemeriksaan. Saat pemanggilan pertama selaku
penanggungjawab pengambang (PT 5)M) tidak hadir. Panggilan kedua. kami diberi informasi
penanggungjawab dari pengembang meninggal dunia. (tindak lanjutnya) silahkan tanyva Kejari,
sya tidak mau mendahului penyidik,” terang dia.

Menurut Fakrudin, meskipun sudah ada LHP BPK terjaik Pasar Ssedan, namun sebagai bagian dari
penanganan kasus, penghitungan kerugian negara harus dilakukan Inspektorat. Sebab, untuk

kepentingan penanganan kasus, audit harus dilakukan secara menyeluruh.

Terkait dengan pengelolaan Pasar Sedan, ia memastikan saat ini sudah berada di tangan Pemkab
Rembang melalui Dinperindagkop. Pengelocaan cleh Pemkab terhadap pasar itu sudah
berlangsung sejak 2018

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Rembang, Bintarno saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon
belum bisa memberikan keterangan. la beralasan sedang tidak mengantongi data perihal kasus
tersebut.

Data yang didapat Suara Merdeka dari anggota Komisi B DPRD Rembang, pengembang Pasar
Sedan menunggak kewajiban kontribusi masing-maisng pada tahun 2011, 2014, 2015, 2016 dan
2017. Bahkan pada tahun 2015, 2016 dan 2017, pihak pengembang sama sekali tidak
menyetorkan kontribusi.
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